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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menguji 
secara empiris peran Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) dalam 
menjembatani pengaruh Komitmen Institusional Baitul Maal wat 
Tamwil (BMT) terhadap akselerasi pencapaian Sustainable 
Development Goals (SDGs), serta menganalisis peran Kapasitas 
Kelembagaan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan Partial 
Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data 
primer diperoleh melalui survei terhadap 182 pengelola BMT di 
Indonesia yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen institusional BMT 
mendorong penguatan adopsi dan implementasi IMEH. IMEH 
selanjutnya berperan sebagai mediator yang menjembatani 
komitmen institusional dengan akselerasi pencapaian SDGs, 
menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan kemaslahatan dalam tata 
kelola BMT dapat ditransformasikan menjadi praktik pembiayaan 
yang lebih berorientasi pada keberlanjutan. Penelitian juga 
menemukan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat efektivitas 
IMEH dalam mendorong pencapaian SDGs. Temuan ini 
menegaskan bahwa keberhasilan integrasi prinsip Maqasid al-
Shariah dan ekonomi hijau pada BMT tidak hanya ditentukan oleh 
komitmen normatif, tetapi juga oleh keberadaan instrumen 
pengukuran yang operasional serta kapasitas organisasi untuk 
mengimplementasikannya. Secara praktis, penelitian ini 
memberikan dasar bagi pengelola dan regulator BMT untuk 
mengembangkan sistem pengukuran kinerja dan penilaian 
pembiayaan yang mengintegrasikan dimensi sosial, syariah, dan 
ekologis guna memperkuat kontribusi keuangan mikro syariah 
terhadap pembangunan berkelanjutan. 

 

PENDAHULUAN 

Paradigma pembangunan global telah bergeser dari orientasi pertumbuhan 

ekonomi semata menuju pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan 

kesejahteraan sosial, ketahanan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, 
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sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs) (UN, 2015). 

Dalam ekonomi Islam, orientasi tersebut memiliki landasan normatif dalam Maqasid 

al-Shariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan aktivitas ekonomi 

melalui perlindungan agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-'aql), 

keturunan (hifdh al-nasl), dan harta (hifdh al-mal) (Al-Shatibi, 1997; Chapra, 2008). 

Pemikiran kontemporer memperluas orientasi kemaslahatan tersebut ke dalam 

perlindungan lingkungan (hifdh al-bi'ah) karena keberlanjutan kehidupan manusia 

bergantung pada daya dukung ekologis (Laldin & Furqani, 2012; Dusuki & 

Bouheraoua, 2011). Dalam kerangka ini, ekonomi hijau menjadi pendekatan 

operasional yang relevan untuk menghubungkan nilai Maqasid dengan agenda 

pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial, 

sekaligus mengurangi risiko lingkungan (UNEP, 2011). 

Relevansi hubungan tersebut semakin nyata pada Lembaga Keuangan Mikro 

Syariah (LKMS), khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), karena aktivitas 

intermediasinya berhubungan langsung dengan pelaku usaha mikro dan komunitas 

lokal. BMT memiliki karakteristik hibrida melalui fungsi tamwil sebagai lembaga 

pembiayaan dan fungsi maal sebagai pengelola keuangan sosial Islam. Karena itu, 

orientasinya tidak terbatas pada keberlanjutan finansial, tetapi juga mencakup 

pemberdayaan dan kemaslahatan masyarakat (Sriyana, 2013; Ascarya & Sakti, 2022; 

Widiastuti et al., 2022; Ekawati & Kusumaningtias, 2024). Posisi ini menjadikan BMT 

relevan dalam pencapaian agenda SDGs, terutama pengentasan kemiskinan, 

pemberdayaan ekonomi, dan aktivitas ekonomi yang lebih inklusif. Namun, 

kedekatan BMT dengan usaha mikro juga menyebabkan keputusan pembiayaan 

berpotensi menghasilkan konsekuensi ekologis secara kumulatif. Oleh sebab itu, 

keberhasilan intermediasi BMT tidak cukup dinilai hanya dari dimensi finansial dan 

sosial. 

Persoalan utama terletak pada belum terintegrasinya konsekuensi ekologis 

secara memadai dalam pengukuran kinerja serta dalam pengelolaan pembiayaan 

BMT. Dominasi indikator finansial menyebabkan keberhasilan pembiayaan lebih 

banyak dinilai berdasarkan kualitas portofolio dan keberlanjutan lembaga, sementara 
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dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang dibiayai belum teridentifikasi secara 

sistematis. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara orientasi normatif Maqasid 

al-Shariah dan praktik pembiayaan pada tingkat mikro. BMT dapat memenuhi 

kepatuhan syariah secara formal, tetapi belum tentu memiliki mekanisme untuk 

menilai apakah pembiayaannya mendukung kelestarian lingkungan atau justru 

menghasilkan eksternalitas ekologis. Dengan demikian, persoalan penelitian bukan 

sekadar tingkat orientasi keberlanjutan BMT, melainkan keterbatasan instrumen yang 

mampu menerjemahkan nilai kemaslahatan dan tanggung jawab ekologis ke dalam 

sistem pengukuran kinerja yang lebih aplikatif. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi keberlanjutan BMT 

membutuhkan keterhubungan antara komitmen, instrumen pengukuran, kapasitas 

implementasi, dan dampak pembangunan. Komitmen institusional 

merepresentasikan sejauh mana BMT menginternalisasi nilai kemaslahatan dan 

keberlanjutan, tetapi komitmen normatif tidak otomatis menghasilkan dampak tanpa 

mekanisme operasional. Dalam penelitian ini, Indeks Maqasid Ekonomi Hijau 

(IMEH) diposisikan sebagai mekanisme yang mengoperasionalkan integrasi prinsip 

Maqasid dan dimensi ekologis dalam pengukuran kinerja BMT serta menjembatani 

komitmen institusional dengan akselerasi pencapaian SDGs. Efektivitas mekanisme 

tersebut selanjutnya diperkirakan bergantung pada kapasitas kelembagaan, terutama 

kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya 

finansial. Dengan demikian, model penelitian menjelaskan tidak hanya bagaimana 

komitmen institusional ditransformasikan menjadi dampak keberlanjutan, tetapi juga 

kondisi kelembagaan yang memperkuat proses tersebut. 

Literatur terdahulu menunjukkan tiga perkembangan utama yang relevan, 

tetapi belum terintegrasi secara memadai. Pertama, kajian pengukuran kinerja 

berbasis Maqasid al-Shariah telah memperluas evaluasi lembaga keuangan syariah, 

melampaui indikator finansial, dengan memasukkan dimensi sosial dan etis (Razak 

et al., 2008; Asutay & Harningtyas, 2015; Bedoui, 2019). Kedua, penelitian mengenai 

BMT dan keuangan sosial Islam menegaskan pentingnya fungsi pemberdayaan, tata 

kelola, dan keberlanjutan kelembagaan pada tingkat mikro (Widiastuti et al., 2022; 
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Ascarya & Sakti, 2022; Ekawati & Kusumaningtias, 2024), tetapi dimensi ekologis 

belum menjadi fokus utama dalam pengukuran kinerja. Ketiga, literatur keuangan 

Islam berkelanjutan mulai mengembangkan instrumen dan praktik keuangan hijau 

(Subqi et al., 2026; Hassan & Nasir, 2026), tetapi lebih banyak berfokus pada 

perbankan, instrumen keuangan, atau institusi yang karakteristiknya berbeda dari 

BMT. Sintesis ketiga aliran tersebut menunjukkan perlunya kerangka yang 

menghubungkan Maqasid, keberlanjutan ekologis, dan keuangan mikro syariah 

secara operasional. 

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengidentifikasi theoretical gap 

berupa belum terintegrasinya dimensi perlindungan lingkungan (hifdh al-bi'ah) secara 

memadai ke dalam mekanisme pengukuran kinerja lembaga keuangan mikro syariah, 

serta empirical-contextual gap berupa keterbatasan instrumen yang secara spesifik 

mengoperasionalkan hubungan Maqasid, keberlanjutan ekologis, dan pencapaian 

SDGs dalam konteks BMT. Penelitian ini menawarkan dua lapisan kebaruan. 

Pertama, pada tingkat konstruk, penelitian ini mengembangkan Indeks Maqasid 

Ekonomi Hijau (IMEH) yang mengintegrasikan orientasi Maqasid al-Shariah dengan 

dimensi ekologis pada BMT. Kedua, pada tingkat mekanisme, penelitian ini menguji 

IMEH sebagai mediator antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian 

SDGs serta menempatkan kapasitas kelembagaan sebagai boundary condition yang 

menentukan kekuatan hubungan tersebut. Dengan demikian, kebaruan penelitian 

tidak hanya terletak pada pengembangan ukuran, tetapi juga pada penjelasan 

mekanisme dan kondisi kelembagaan yang mendasari transformasi nilai Maqasid 

menjadi dampak keberlanjutan. 

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji 

pengaruh komitmen institusional terhadap penerapan IMEH, menganalisis peran 

mediasi IMEH dalam hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi 

pencapaian SDGs, serta menguji peran moderasi kapasitas kelembagaan dalam 

hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Secara teoretis, penelitian 

ini diharapkan memperluas penerapan Maqasid al-Shariah dari kerangka normatif 

menuju mekanisme pengukuran dan implementasi keberlanjutan pada tingkat 



Konseptualisasi dan Pengukuran Indeks Maqashid Ekonomi Hijau ... (Manullang dkk.) ֎ 25 
 
 

keuangan mikro syariah. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dasar 

bagi pengelola dan regulator BMT untuk mengembangkan sistem pengukuran kinerja 

dan tata kelola pembiayaan yang mengintegrasikan dimensi syariah, sosial, dan 

ekologis guna mendukung pembangunan berkelanjutan. 

 
TINJAUAN PUSTAKA 

Maqasid al-Shariah, Etika Ekonomi Islam, dan Keberlanjutan Ekologis 

Teori Etika Ekonomi Islam menempatkan aktivitas ekonomi dalam kerangka 

tanggung jawab moral yang berlandaskan tauhid, keadilan ('adl), dan kekhalifahan 

(khilafah) (Chapra, 1992; Naqvi, 2003). Dalam perspektif ini, tujuan aktivitas ekonomi 

tidak terbatas pada penciptaan keuntungan, tetapi juga mencakup pencapaian 

kemaslahatan melalui pengelolaan sumber daya yang adil dan bertanggung jawab. 

Karena itu, keberhasilan lembaga keuangan syariah tidak cukup dinilai dari 

kepatuhan formal terhadap ketentuan transaksi, tetapi juga dari kemampuannya 

menghasilkan manfaat sosial yang konsisten dengan tujuan syariah. Orientasi ini 

relevan bagi BMT karena fungsi intermediasinya memadukan dimensi komersial dan 

sosial. 

Maqasid al-Shariah memberikan kerangka untuk mengoperasionalkan 

orientasi kemaslahatan tersebut. Al-Shatibi (1997) mengidentifikasi lima kebutuhan 

dasar (dharuriyyah) yang perlu dilindungi, yaitu agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-

nafs), akal (hifdh al-'aql), keturunan (hifdh al-nasl), dan harta (hifdh al-mal). Pemikiran 

kontemporer kemudian memperluas orientasi Maqasid dari perlindungan individu 

menuju kemaslahatan publik dan keberlanjutan kehidupan (Attia, 2007; Al-Fassi, 

2012). Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan (hifdh al-bi'ah) relevan karena 

keberlanjutan jiwa, keturunan, dan harta bergantung pada kualitas lingkungan yang 

menopang kehidupan dan aktivitas ekonomi. Keterkaitan konseptual antara Maqasid 

dan pembangunan berkelanjutan juga telah diidentifikasi dalam literatur Islamic 

finance–SDGs (Harahap et al., 2023). 

Dalam penelitian ini, hifdh al-bi'ah tidak dimaksudkan untuk menggantikan 

struktur lima dharuriyyah klasik, melainkan digunakan sebagai dimensi kontekstual 
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untuk mengoperasionalkan tanggung jawab ekologis dalam kerangka kemaslahatan. 

Perspektif ini memungkinkan aktivitas pembiayaan BMT dinilai tidak hanya 

berdasarkan kesesuaian akad dan manfaat ekonomi, tetapi juga konsekuensi sosial 

dan ekologisnya. Dengan demikian, Teori Etika Ekonomi Islam dan Maqasid al-

Shariah menjadi fondasi teoretis utama, sedangkan teori organisasi digunakan secara 

komplementer untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke 

dalam praktik kelembagaan serta dampaknya yang berkelanjutan. 

Komitmen Institusional dan Implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau 

Komitmen institusional merepresentasikan sejauh mana nilai dan tujuan 

organisasi diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik 

kelembagaan. Pada BMT, komitmen terhadap Maqasid tidak hanya tercermin dalam 

kepatuhan terhadap ketentuan syariah, tetapi juga dalam kesediaan organisasi 

mengarahkan aktivitasnya pada kemaslahatan yang lebih luas. Orientasi ini 

mencerminkan transisi dari formal compliance menuju substantive compliance, ketika 

kepatuhan tidak berhenti pada legalitas transaksi, tetapi diarahkan pada pencapaian 

tujuan sosial dan etis dalam keuangan Islam (Asutay, 2012; Furqani, 2017). 

Institutional Theory menjelaskan bagaimana komitmen tersebut dapat 

membentuk praktik organisasi. Organisasi beroperasi dalam lingkungan yang 

dipengaruhi nilai, norma, regulasi, dan tuntutan legitimasi (DiMaggio & Powell, 

1983). Sebagai lembaga beridentitas syariah, BMT perlu mempertahankan legitimasi 

keislaman sekaligus merespons tuntutan keberlanjutan. Namun, tekanan 

kelembagaan baru menghasilkan perubahan substantif ketika diinternalisasi dan 

diterjemahkan ke dalam kebijakan, prosedur, serta sistem pengukuran. Dalam 

konteks ini, IMEH menjadi bentuk operasionalisasi komitmen terhadap Maqasid dan 

keberlanjutan ekologis. BMT dengan komitmen institusional yang lebih kuat memiliki 

dorongan lebih besar untuk mengadopsi mekanisme pengukuran yang menilai 

keselarasan pembiayaan dengan kemaslahatan sosial dan lingkungan, sedangkan 

komitmen yang lemah dapat menjadikan indikator keberlanjutan sebatas simbolik 

atau sekadar administratif. 

Argumentasi tersebut sejalan dengan literatur pengukuran kinerja lembaga 
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keuangan syariah yang menekankan perlunya ukuran di luar indikator finansial agar 

tujuan sosial dan etis Maqasid dapat ditangkap secara lebih komprehensif (Razak et 

al., 2008; Asutay & Harningtyas, 2015; Bedoui, 2019). Dalam literatur Islamic 

microfinance, Maqasid juga telah menjadi salah satu tema penelitian, meskipun 

porsinya masih lebih kecil dibandingkan isu pengentasan kemiskinan, sustainability 

and outreach, serta pengembangan instrumen lainnya (Rohman et al., 2021). Atas dasar 

itu, komitmen institusional diposisikan sebagai antecedent yang mendorong 

transformasi nilai Maqasid dari orientasi normatif menuju sistem pengukuran yang 

lebih operasional. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1: Komitmen institusional BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap adopsi  

       dan implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH). 

IMEH sebagai Mekanisme antara Komitmen Institusional dan Akselerasi 

Pencapaian SDGs 

Komitmen institusional merupakan kondisi penting bagi transformasi 

keberlanjutan, tetapi tidak dengan sendirinya menghasilkan dampak pembangunan. 

Diperlukan mekanisme yang menerjemahkan orientasi organisasi menjadi kriteria 

pengukuran dan pengambilan keputusan. Kebutuhan ini semakin relevan pada BMT 

karena karakteristiknya sebagai organisasi hibrida yang menjalankan fungsi tamwil 

melalui intermediasi pembiayaan dan fungsi maal melalui pengelolaan dana sosial 

Islam (Sriyana, 2013; Ascarya & Sakti, 2022; Widiastuti et al., 2022). Karakteristik 

tersebut menuntut BMT untuk menyeimbangkan keberlanjutan finansial dengan 

pencapaian kemaslahatan sosial. 

IMEH diposisikan sebagai mekanisme translasi yang menghubungkan 

orientasi normatif dengan praktik kelembagaan. Komitmen institusional membentuk 

orientasi BMT terhadap kemaslahatan dan keberlanjutan, kemudian IMEH 

menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam dimensi pengukuran sosial, ekonomi, 

dan ekologis. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi 

aktivitas kelembagaan dan pembiayaan, sehingga sumber daya lebih mungkin 
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diarahkan pada kegiatan yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. 

Dengan demikian, mekanisme yang dibangun bukan sekadar komitmen → outcome, 

tetapi komitmen → pengukuran → perubahan praktik → outcome keberlanjutan. 

Mekanisme tersebut didukung oleh Maqasid al-Shariah dan Stakeholder 

Theory. Maqasid memberikan dasar mengenai kemaslahatan yang perlu diwujudkan, 

sedangkan Stakeholder Theory menegaskan bahwa konsekuensi aktivitas organisasi 

tidak hanya relevan bagi pemilik atau penyedia modal, tetapi juga bagi pihak yang 

terdampak oleh keputusan organisasi (Donaldson & Preston, 1995). Dalam konteks 

BMT, pihak tersebut mencakup anggota, nasabah, masyarakat, regulator, serta 

lingkungan sosial-ekologis tempat pembiayaan berlangsung. Orientasi ini selaras 

dengan SDGs yang menempatkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagai 

komponen pembangunan yang saling bergantung (UN, 2015). Literatur juga 

menunjukkan kesesuaian konseptual antara Maqasid al-Shariah dan SDGs dalam 

orientasinya terhadap kesejahteraan manusia dan pembangunan berkelanjutan 

(Rohman, 2021). 

Pada tingkat Islamic microfinance, penelitian terdahulu menunjukkan kontribusi 

lembaga keuangan mikro syariah terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan 

kondisi sosial, distribusi kekayaan, dan pemberdayaan ekonomi, sementara 

pengukuran keberlanjutan masih sering memisahkan aspek finansial, sosial, dan 

spiritual (Alkhan et al., 2021; Mutia et al., 2023). IMEH diarahkan untuk mengurangi 

fragmentasi tersebut dengan memasukkan dimensi ekologis ke dalam kerangka 

Maqasid dalam konteks BMT. Jika Komitmen Institusional merepresentasikan 

orientasi yang diyakini organisasi, IMEH merepresentasikan mekanisme yang 

menerjemahkan orientasi tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan dalam 

praktik. Oleh karena itu, IMEH diperkirakan mentransmisikan pengaruh Komitmen 

Institusional terhadap akselerasi pencapaian SDGs. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis kedua dirumuskan sebagai 

berikut: 

H2: Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) memediasi pengaruh Komitmen  

Institusional BMT terhadap akselerasi pencapaian SDGs 
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Kapasitas Kelembagaan sebagai Boundary Condition Efektivitas IMEH 

Keberadaan instrumen pengukuran tidak menjamin bahwa informasi yang 

dihasilkan akan diterjemahkan menjadi perubahan praktik organisasi. Implementasi 

IMEH membutuhkan kemampuan BMT untuk mengumpulkan dan mengolah 

informasi, mengintegrasikan kriteria keberlanjutan ke dalam evaluasi pembiayaan, 

serta menggunakan hasil pengukuran dalam pengambilan keputusan. Karena itu, 

hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs diperkirakan bergantung 

pada kapasitas kelembagaan BMT. 

Hubungan tersebut dijelaskan melalui Resource-Based View (RBV), yang 

menempatkan sumber daya dan kapabilitas internal sebagai faktor penting dalam 

kemampuan organisasi menjalankan strategi dan mencapai kinerja (Barney, 1991). 

Dalam penelitian ini, kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 

sumber daya finansial merupakan kapabilitas yang memungkinkan IMEH digunakan 

secara efektif. Kompetensi sumber daya manusia mendukung pemahaman dan 

penerapan kriteria keberlanjutan; teknologi informasi mendukung pengumpulan, 

pengolahan, dan pemantauan data; sedangkan kapasitas finansial memberikan ruang 

bagi BMT untuk mengimplementasikan kebijakan dan pembiayaan yang selaras 

dengan orientasi keberlanjutan. Karena itu, instrumen yang sama dapat 

menghasilkan efektivitas yang berbeda antar-BMT. Pada BMT dengan kapasitas yang 

memadai, IMEH lebih mudah diintegrasikan ke dalam seleksi, pemantauan, dan 

evaluasi pembiayaan, sedangkan keterbatasan kapasitas dapat menjadikannya 

sebatas dokumentasi atau kepatuhan administratif. 

Argumentasi tersebut konsisten dengan karakteristik lembaga keuangan 

mikro syariah yang menghadapi tantangan terkait sumber daya, keberlanjutan 

operasional, dan tata kelola. Literatur Islamic microfinance menunjukkan bahwa 

sustainability merupakan bidang yang penting tetapi belum dominan, sementara 

model pengukurannya masih beragam dan sering memisahkan dimensi finansial, 

sosial, dan spiritual (Hassan et al., 2021; Mutia et al., 2023). Dalam konteks ini, 

pengembangan instrumen keberlanjutan harus diikuti oleh kemampuan organisasi 

untuk menggunakannya. Dari perspektif RBV, Kapasitas Kelembagaan berfungsi 
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sebagai boundary condition yang menjelaskan kapan IMEH lebih efektif dalam 

mendorong akselerasi pencapaian SDGs. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, hipotesis ketiga dirumuskan sebagai 

berikut: 

H3: Kapasitas kelembagaan memoderasi hubungan antara Indeks Maqasid Ekonomi  

       Hijau (IMEH) dan akselerasi pencapaian SDGs. 

 
METODE PENELITIAN 

Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan 

desain cross-sectional untuk menguji hubungan kausal antarvariabel dalam model 

penelitian (Hair et al., 2022). Model mencakup komitmen institusional sebagai 

variabel eksogen, Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH) sebagai variabel mediator, 

kapasitas kelembagaan sebagai variabel moderator, serta akselerasi pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai variabel endogen. Pendekatan ini 

digunakan untuk menguji pengaruh langsung komitmen institusional terhadap 

IMEH, peran mediasi IMEH dalam hubungan komitmen institusional dan akselerasi 

pencapaian SDGs, serta peran moderasi kapasitas kelembagaan pada hubungan 

IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. 

Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

Populasi penelitian mencakup BMT yang beroperasi di Indonesia. Sampel 

ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tiga kriteria: (1) BMT 

telah beroperasi minimal lima tahun; (2) memiliki legalitas kelembagaan yang jelas; 

dan (3) responden merupakan pengelola yang memahami kebijakan, pembiayaan, 

dan operasional lembaga. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh 182 responden 

yang memenuhi persyaratan untuk dianalisis. 

Data primer dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang diberikan 

kepada pengelola BMT. Pengukuran seluruh konstruk menggunakan skala Likert 

lima poin, dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen penelitian 

dikembangkan dengan mengadaptasi indikator dari literatur yang relevan dan 
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disesuaikan dengan karakteristik BMT serta tujuan pengembangan IMEH. Sebelum 

pengumpulan data utama, instrumen melalui proses penyesuaian untuk memastikan 

kesesuaian indikator dengan konteks kelembagaan dan konstruk yang diukur. 

Operasionalisasi Variabel 

Komitmen Institusional mengukur sejauh mana BMT menginternalisasi 

prinsip Maqasid al-Shariah, kemaslahatan, dan keberlanjutan dalam visi, kebijakan, 

serta praktik kelembagaan. IMEH mengoperasionalkan integrasi Maqasid al-Shariah 

dengan dimensi ekonomi hijau melalui indikator yang mencerminkan perlindungan 

agama (hifdh al-din), jiwa (hifdh al-nafs), akal (hifdh al-'aql), keturunan (hifdh al-nasl), 

harta (hifdh al-mal), dan lingkungan (hifdh al-bi'ah). Kapasitas kelembagaan 

mencerminkan kemampuan internal BMT dalam mendukung implementasi IMEH, 

terutama melalui kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sumber 

daya finansial. Sementara itu, Akselerasi Pencapaian SDGs mengukur persepsi 

mengenai kontribusi BMT terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang relevan 

dengan fungsi intermediasi keuangan mikro syariah. 

Pemetaan Maqasid al-Shariah terhadap SDGs digunakan sebagai dasar 

operasionalisasi IMEH. Pemetaan tersebut menghubungkan setiap dimensi Maqasid 

dengan orientasi konseptual, target SDGs yang relevan, dan bentuk implementasinya 

dalam aktivitas BMT. Dengan demikian, dimensi ekologis tidak ditempatkan sebagai 

konstruk yang terpisah dari Maqasid, melainkan diintegrasikan ke dalam kerangka 

pengukuran kemaslahatan dan keberlanjutan. 

Tabel 1. Operasional Variabel dan Indikator 

Variabel Definisi Konseptual Dimensi Indikator Utama 

Komitmen 
Institusional 
BMT (𝑋) 

Tingkat internalisasi 
etika Islam dan 
kesediaan BMT untuk 
menyelaraskan visi 
bisnis dengan nilai 
kemaslahatan publik 
(Asutay, 2012). 

1. Komitmen 
Afektif-Teologis 

2. Kebijakan 
Formal Syariah 

1. Internalisasi konsep 
khilafah dalam visi 
institusi. 

2. Ketersediaan regulasi 
internal terkait 
pembiayaan etis. 

3. Alokasi surplus untuk 
program sosial. 

Indeks 
Maqasid 

Instrumen pengukuran 
performa BMT yang 

1. Keadilan Sosio-
Ekonomi 

1. Sektor negatif yang 
merusak alam. 
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Variabel Definisi Konseptual Dimensi Indikator Utama 

Ekonomi 
Hijau (𝒁) 

mengintegrasikan pilar 
Maqasid al-Shariah klasik 
dengan variabel 
perlindungan 
lingkungan (hifdh al-

bi'ah) (Laldin & Furqani, 
2012). 

2. Proteksi 
Ekologis (Hifdh 
al-Bi'ah) 

3. Tata Kelola 
Keberlanjutan 

2. Proporsi pembiayaan 
hijau (organik, energi 
bersih). 

3. Transparansi laporan 
dampak non-
keuangan. 

Kapasitas 
Kelembagaan 
(𝑴) 

Kapabilitas internal 
organisasi dalam hal 
sumber daya manusia, 
keuangan, dan 
teknologi untuk 
mengeksekusi inovasi 
manajerial (Barney, 
1991). 

1. Kapabilitas SDM 
2. Kesiapan Sistem 

IT 
3. Kecukupan 

Kapital 

1. Tingkat literasi staf 
lapangan terkait isu 
lingkungan. 

2. Integrasi fitur audit 
hijau ke dalam sistem 
credit scoring digital. 

3. Ketersediaan dana 
cadangan untuk 
menghadapi risiko 
pembiayaan hijau. 

Akselerasi 
Pencapaian 
SDGs (𝑌) 

Kontribusi nyata hasil 
pembiayaan BMT dalam 
mendorong pencapaian 
target pembangunan 
berkelanjutan di 
komunitas mikro (UN, 
2015). 

1. Klaster Sosial 
(SDG 1 & 2) 

2. Klaster Ekonomi 
(SDG 8 & 9) 

3. Klaster 
Lingkungan 
(SDG 13) 

1. Penurunan tingkat 
kemiskinan dan 
kelaparan pada 
nasabah. 

2. Peningkatan 
produktivitas UMKM 
rendah karbon. 

3. Adopsi praktik 
pengelolaan limbah 
oleh mitra binaan. 

Sumber: Data diolah, 2026 

Teknik Analisis Data: Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-

SEM) 

Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares Structural 

Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS. PLS-SEM digunakan karena model 

penelitian melibatkan hubungan langsung, mediasi, dan moderasi serta berorientasi 

pada pengujian kemampuan prediktif model. Analisis dilakukan melalui evaluasi 

model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). 

Evaluasi model pengukuran mencakup validitas konvergen, reliabilitas 

konstruk, dan validitas diskriminan. Validitas konvergen dievaluasi berdasarkan nilai 

outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), sedangkan reliabilitas konstruk 

dinilai menggunakan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability (CR). Validitas 
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diskriminan dievaluasi menggunakan Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT). Kriteria 

penerimaan masing-masing ukuran mengikuti ambang batas yang telah ditetapkan 

dalam naskah penelitian. 

Evaluasi model struktural dilakukan menggunakan koefisien determinasi (R²), 

relevansi prediktif (Q²), koefisien jalur, serta hasil bootstrapping untuk menguji 

signifikansi hubungan antarvariabel. H1 diuji melalui pengaruh langsung komitmen 

institusional terhadap IMEH. H2 diuji melalui indirect effect komitmen institusional 

terhadap akselerasi pencapaian SDGs melalui IMEH, sedangkan H3 diuji melalui efek 

interaksi IMEH × kapasitas kelembagaan terhadap akselerasi pencapaian SDGs. 

Keputusan penerimaan hipotesis didasarkan pada koefisien jalur, t-statistic, p-value, 

dan confidence interval hasil bootstrapping sesuai kriteria yang digunakan dalam 

penelitian. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Karakteristik Sampel 

Proses pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner 

hibrida (fisik dan digital) kepada pengelola BMT di seluruh Indonesia. Dari total 220 

kuesioner yang didistribusikan, sebanyak 189 kuesioner berhasil dikembalikan. 

Setelah dilakukan pembersihan data (data screening) untuk mendeteksi respons yang 

tidak lengkap dan pencilan (outliers), diperoleh 182 data valid (𝑁 = 182) yang 

memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan PLS-SEM (usable response 

rate sebesar 82.7%). Karakteristik lengkap responden dan lembaga disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Profil Karakteristik Sampel BMT (𝑁 = 182) 

Karakteristik Demografi Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Lama Beroperasi 5 – 10 Tahun 42 23.08% 
 

11 – 15 Tahun 78 42.86% 
 

> 15 Tahun 62 34.06% 

Total Aset Lembaga < Rp 10 Miliar 38 20.88% 
 

Rp 10 Miliar – Rp 50 Miliar 94 51.65% 
 

> Rp 50 Miliar 50 27.47% 
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Karakteristik Demografi Kategori Frekuensi (n) Persentase (%) 

Jumlah Anggota Aktif < 2.000 Orang 29 15.93% 
 

2.000 – 10.000 Orang 105 57.69% 
 

> 10.000 Orang 48 26.38% 

Cakupan Wilayah 

Operasional 

Kabupaten/Kota 61 33.52% 

 
Lintas Kabupaten/Provinsi 98 53.85% 

 
Nasional 23 12.63% 

Jabatan Responden Direktur Utama / Manajer Utama 112 61.54% 
 

Kepala Bagian Pembiayaan / Risiko 70 38.46% 

Sumber: Data diolah, 2026 

Karakteristik tersebut memberikan gambaran konteks sampel penelitian, tetapi 

tidak digunakan untuk menyimpulkan tingkat kapasitas kelembagaan karena 

konstruk tersebut diuji secara terpisah dalam model empiris. 

Evaluasi Model Pengukuran 

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan validitas dan 

reliabilitas seluruh konstruk sebelum pengujian model struktural. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa indikator Komitmen Institusional, IMEH, Kapasitas 

Kelembagaan, dan Akselerasi Pencapaian SDGs memenuhi kriteria validitas 

konvergen berdasarkan nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE). 

Seluruh konstruk juga memenuhi kriteria reliabilitas berdasarkan Cronbach's Alpha 

dan Composite Reliability (CR). Hasil lengkap evaluasi model pengukuran disajikan 

pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Konvergen dan Reliabilitas Konstruk 

Konstruk Utama Indikator Outer 

Loadings (λ) 

Cronbach's 

Alpha (α) 

Composite 

Reliability (CR) 

AVE 

Komitmen Institusional 

BMT (𝑋) 

KIB1 0.824 0.887 0.917 0.689 

 
KIB2 0.841 

   

 
KIB3 0.855 

   

 
KIB4 0.798 

   

Indeks Maqasid Ekonomi 

Hijau (𝑍) 

IMEH1 0.812 0.912 0.932 0.695 
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Konstruk Utama Indikator Outer 

Loadings (λ) 

Cronbach's 

Alpha (α) 

Composite 

Reliability (CR) 

AVE 

 
IMEH2 0.847 

   

 
IMEH3 0.860 

   

 
IMEH4 0.825 

   

 
IMEH5 0.823 

   

Kapasitas Kelembagaan (𝑀) KPK1 0.794 0.865 0.908 0.712 
 

KPK2 0.871 
   

 
KPK3 0.864 

   

 
KPK4 0.843 

   

Akselerasi Pencapaian 

SDGs (𝑌) 

SDG1 0.835 0.904 0.928 0.722 

 
SDG2 0.852 

   

 
SDG3 0.861 

   

 
SDG4 0.849 

   

Sumber: Data diolah, 2026 

Validitas diskriminan selanjutnya dievaluasi menggunakan Heterotrait-

Monotrait Ratio (HTMT). Seluruh nilai HTMT antarkonstruk berada di bawah 

ambang batas yang digunakan dalam penelitian, sehingga masing-masing konstruk 

memiliki validitas diskriminan yang memadai. Dengan terpenuhinya validitas 

konvergen, reliabilitas konstruk, dan validitas diskriminan, model pengukuran 

dinilai memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan pada evaluasi model struktural.  

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Diskriminan (Matriks HTMT) 

Konstruk Komitmen 

Institusional (X) 

Indeks Maqasid 

Ekonomi Hijau 

(Z) 

Kapasitas 

Kelembagaan 

(M) 

Akselerasi 

Pencapaian 

SDGs (Y) 

Komitmen Institusional 

(𝑋) 

— 
   

Indeks Maqasid Ekonomi 

Hijau (𝑍) 

0.742 — 
  

Kapasitas Kelembagaan 

(𝑀) 

0.618 0.685 — 
 

Akselerasi Pencapaian 

SDGs (𝑌) 

0.698 0.781 0.712 — 

Sumber: Data diolah, 2026 
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Evaluasi Model Struktural 

Evaluasi model struktural dilakukan untuk menilai kemampuan model dalam 

menjelaskan konstruk endogen dan menguji hubungan yang dihipotesiskan. 

Berdasarkan nilai R², model mampu menjelaskan variasi IMEH dan akselerasi 

pencapaian SDGs sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Nilai Q² yang positif 

menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif terhadap kedua konstruk 

endogen tersebut.  

Tabel 5. Hasil Evaluasi Kebaikan Model Struktural (𝑅2, dan 𝑄2) 

Variabel Endogen Nilai 

R2 

Nilai 

R2
adj 

Nilai Q2 (Predictive 

Relevance) 

Kategori Daya 

Jelaskan 

Indeks Maqasid Ekonomi 

Hijau (𝑍) 

0.551 0.548 0.381 Sedang - Kuat 

Akselerasi Pencapaian SDGs 

(𝑌) 

0.684 0.677 0.488 Kuat 

Sumber: Data diolah, 2026 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan penjelas dan 

relevansi prediktif yang memadai untuk melanjutkan pengujian hubungan langsung, 

mediasi, dan moderasi. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan hasil 

bootstrapping berdasarkan koefisien jalur, t-statistic, p-value, dan confidence interval. 

Pengaruh Komitmen Institusional terhadap IMEH 

Hasil pengujian H1 menunjukkan bahwa komitmen institusional berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap IMEH. Koefisien jalur bertanda positif, nilai t-statistic 

memenuhi kriteria signifikansi, p-value berada di bawah batas yang ditetapkan, dan 

confidence interval tidak mencakup nol. Dengan demikian, H1 diterima, yang 

menunjukkan bahwa semakin kuat komitmen institusional BMT, semakin tinggi 

tingkat adopsi dan implementasi IMEH. 

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Langsung (Direct Paths) 

Hipotesis Jalur Hubungan Koefisien 

(β) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

Statistik t 

(∣O/STDEV∣) 

p-

Value 

Keputusan 

𝐻1 Komitmen Institusional 

(𝑋) → IMEH (𝑍) 

0.742 0.045 16.482 0.000 Diterima 
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Hipotesis Jalur Hubungan Koefisien 

(β) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

Statistik t 

(∣O/STDEV∣) 

p-

Value 

Keputusan 

Direct Komitmen Institusional 

(𝑋) → Akselerasi SDGs 

(𝑌) 

0.215 0.081 2.654 0.008 Diterima 

Direct IMEH (𝑍) → Akselerasi 

SDGs (𝑌) 

0.468 0.076 6.158 0.000 Diterima 

Sumber: Data diolah, 2026 

Peran Mediasi IMEH 

Pengujian H2 menunjukkan bahwa indirect effect Komitmen Institusional 

terhadap Akselerasi Pencapaian SDGs melalui IMEH bersifat positif dan signifikan. 

Pada saat yang sama, pengaruh langsung Komitmen Institusional terhadap 

Akselerasi Pencapaian SDGs tetap signifikan setelah mediator dimasukkan ke dalam 

model. Pola tersebut menunjukkan complementary partial mediation, sehingga IMEH 

memediasi sebagian hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi 

pencapaian SDGs. Dengan demikian, H2 diterima. 

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Mediasi (𝐻2) 

Hipotesis Jalur 

Mediasi 

Efek Tidak 

Langsung 

(β) 

Statistik 

t 

p-

Value 

95% CI 

Bias 

Corrected 

Sifat 

Mediasi 

Keputusan 

𝐻2 𝑋 → 𝑍

→ 𝑌 

0.347 6.215 0.000 [0.238, 

0.456] 

Partial 

Mediation 

Diterima 

Sumber: Data diolah, 2026 

Temuan mediasi parsial menunjukkan bahwa pengaruh komitmen 

institusional terhadap akselerasi pencapaian SDGs tidak sepenuhnya berlangsung 

melalui IMEH. Namun, penjelasan mengenai mekanisme substantif dan 

kemungkinan jalur lain tidak ditempatkan pada bagian Hasil, melainkan dibahas 

pada bagian Pembahasan. 

Peran Moderasi Kapasitas Kelembagaan 

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa interaksi antara IMEH dan Kapasitas 

Kelembagaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akselerasi pencapaian 

SDGs. Hasil ini menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat hubungan 
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antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Dengan demikian, H3 diterima. 

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis Efek Moderasi (𝐻3) 

Hipotesis Jalur Interaksi / 

Moderasi 

Koefisien 

(β) 

Standar 

Deviasi 

(STDEV) 

Statistik 

t 

p-

Value 

Keputusan 

𝐻3 Interaksi IMEH × 

Kapasitas 

Kelembagaan (𝑀 × 𝑍 →

𝑌) 

0.185 0.054 3.412 0.001 Diterima 

Sumber: Data diolah, 2026 

Pembahasan 

Komitmen Institusional dan Implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (H1) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komitmen Institusional berpengaruh 

positif terhadap adopsi dan implementasi Indeks Maqasid Ekonomi Hijau (IMEH), 

sehingga H1 diterima. Secara substantif, temuan ini menunjukkan bahwa 

transformasi BMT menuju keberlanjutan tidak hanya bergantung pada ketersediaan 

instrumen teknis, tetapi terlebih dahulu memerlukan internalisasi nilai pada tingkat 

kelembagaan. Ketika kemaslahatan, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan 

menjadi bagian dari orientasi organisasi, BMT memiliki dorongan yang lebih kuat 

untuk menerjemahkannya ke dalam sistem pengukuran kinerja yang mencakup 

dimensi sosial dan ekologis. Dengan demikian, implementasi IMEH merupakan 

bagian dari proses institusionalisasi nilai keberlanjutan, bukan sekadar adopsi 

seperangkat indikator. 

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Etika Ekonomi Islam dan 

Institutional Theory. Prinsip tauhid, keadilan ('adl), dan kekhalifahan (khilafah) 

menempatkan aktivitas ekonomi dalam tanggung jawab moral untuk mengelola 

sumber daya dan mencapai kemaslahatan (Chapra, 1992; Naqvi, 2003). Dalam konteks 

BMT, konsekuensinya adalah kepatuhan syariah perlu bergerak dari formal compliance 

menuju substantive compliance, sehingga tidak berhenti pada kesesuaian akad dan 

penghindaran riba, gharar, serta maysir, tetapi juga mempertimbangkan dampak 

sosial dan ekologis dari pembiayaan (Asutay, 2012; Furqani, 2017). Institutional 
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Theory melengkapi penjelasan tersebut dengan menunjukkan bahwa nilai, norma, 

dan tuntutan legitimasi baru menghasilkan perubahan substantif ketika 

diinternalisasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan serta praktik organisasi 

(DiMaggio & Powell, 1983). IMEH dalam konteks ini menjadi mekanisme yang 

mengubah orientasi normatif tersebut menjadi praktik kelembagaan yang dapat 

diukur. 

Hasil ini memperkuat argumentasi Asutay dan Harningtyas (2015) bahwa 

evaluasi lembaga keuangan syariah perlu melampaui indikator finansial agar dapat 

menangkap tujuan sosial Maqasid al-Shariah, serta sejalan dengan Widiastuti et al. 

(2022) mengenai pentingnya aspek kelembagaan dalam pengembangan keuangan 

sosial Islam. Penelitian ini memperluas literatur tersebut dalam konteks BMT dengan 

menunjukkan bahwa komitmen institusional tidak hanya relevan bagi orientasi sosial, 

tetapi juga menjadi antecedent bagi pengintegrasian dimensi ekologis ke dalam sistem 

pengukuran kinerja. Hal ini sekaligus menjelaskan mengapa ketersediaan instrumen 

keberlanjutan yang sama dapat menghasilkan tingkat implementasi yang berbeda 

apabila internalisasi nilai pada tingkat kelembagaan tidak setara. 

Kontribusi H1 terletak pada penguatan hubungan antara etika normatif dan 

perubahan organisasional dalam keuangan mikro syariah. Maqasid al-Shariah tidak 

hanya berfungsi sebagai kriteria evaluatif setelah aktivitas ekonomi berlangsung, 

tetapi juga sebagai sumber orientasi kelembagaan yang mendorong pembentukan 

sistem pengukuran dan tata kelola yang berkelanjutan. Implikasi praktisnya, 

penerapan IMEH tidak cukup dilakukan melalui standardisasi indikator; BMT juga 

perlu memperkuat komitmen kelembagaan agar pengukuran keberlanjutan menjadi 

bagian dari kebijakan dan pengambilan keputusan, bukan sekadar kepatuhan 

administratif. 

Peran Mediasi IMEH dalam Hubungan Komitmen Institusional dan Akselerasi 

Capaian SDGs (H2) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa IMEH memediasi secara parsial 

hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian SDGs, sehingga 

H2 diterima. Pola complementary partial mediation menunjukkan bahwa Komitmen 
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Institusional tetap memiliki hubungan langsung dengan pencapaian SDGs, tetapi 

sebagian pengaruh tersebut ditransmisikan melalui IMEH. Temuan ini menunjukkan 

bahwa komitmen normatif belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana BMT 

berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Diperlukan mekanisme 

operasional yang mampu menerjemahkan nilai organisasi menjadi kriteria 

pengukuran dan praktik pembiayaan yang terstruktur. 

Dalam mekanisme tersebut, IMEH berfungsi sebagai mekanisme translasi 

kelembagaan. Komitmen terhadap kemaslahatan pada awalnya merepresentasikan 

orientasi mengenai apa yang diyakini dan ingin dicapai organisasi; IMEH kemudian 

menerjemahkan orientasi tersebut ke dalam dimensi sosial, ekonomi, dan ekologis 

yang dapat digunakan untuk evaluasi kelembagaan dan pembiayaan. Mekanisme ini 

konsisten dengan perluasan kontemporer Maqasid dari perlindungan individual 

menuju kemaslahatan publik dan sistemik (Attia, 2007; Al-Fassi, 2012). Dalam 

kerangka tersebut, hifdh al-bi'ah mengoperasionalkan tanggung jawab ekologis yang 

berkaitan dengan keberlanjutan jiwa, keturunan, dan harta benda. IMEH dengan 

demikian menjembatani Maqasid sebagai kerangka normatif dan SDGs sebagai 

kerangka pembangunan yang mengintegrasikan dimensi sosial, ekonomi, dan 

lingkungan. 

Temuan tersebut berkaitan dengan Ascarya dan Sakti (2022) serta Widiastuti et 

al. (2022), yang menekankan pentingnya inovasi kelembagaan dan integrasi dimensi 

keberlanjutan dalam ekosistem keuangan mikro dan keuangan sosial Islam. 

Penelitian ini memperluas pembahasan tersebut dengan mengidentifikasi mekanisme 

yang lebih spesifik: kontribusi BMT terhadap pembangunan berkelanjutan tidak 

hanya bergantung pada orientasi institusional, tetapi juga pada keberadaan 

instrumen yang mengoperasionalkan orientasi tersebut. Posisi ini sekaligus 

menjelaskan keterbatasan ukuran kinerja yang dominan finansial, karena BMT dapat 

memiliki kinerja keuangan yang baik tanpa mekanisme yang memadai untuk 

mengidentifikasi konsekuensi sosial-ekologis dari portofolio pembiayaan tersebut. 

Sifat mediasi parsial juga memberikan implikasi teoretis yang penting. IMEH 

bukan satu-satunya jalur yang menghubungkan Komitmen Institusional dengan 



Konseptualisasi dan Pengukuran Indeks Maqashid Ekonomi Hijau ... (Manullang dkk.) ֎ 41 
 
 

Akselerasi Pencapaian SDGs; pengaruh tersebut dapat berlangsung melalui 

mekanisme kelembagaan lain yang tidak dimodelkan dalam penelitian ini, seperti 

kebijakan sosial, pengelolaan dana maal, pendampingan nasabah, atau tata kelola 

lainnya. Karena itu, kontribusi H2 bukan menyatakan bahwa seluruh kontribusi BMT 

terhadap SDGs harus melalui IMEH, melainkan menunjukkan bahwa IMEH 

merupakan salah satu mekanisme yang membuat transformasi institutional 

commitment → sustainability outcome lebih terstruktur dan terukur. Temuan ini 

memperluas penerapan Maqasid dari hubungan konseptual dengan keberlanjutan 

menjadi mekanisme institusional yang dapat diuji secara empiris. 

Kapasitas Kelembagaan sebagai Penguat Efektivitas IMEH terhadap Akselerasi 

Capaian SDGs (H3) 

Hasil pengujian H3 menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan memperkuat 

hubungan antara IMEH dan akselerasi pencapaian SDGs. Temuan ini menunjukkan 

bahwa efektivitas IMEH tidak bersifat otomatis; instrumen pengukuran yang sama 

dapat menghasilkan dampak yang berbeda karena kemampuan organisasi dalam 

memanfaatkan informasi yang dihasilkannya tidak seragam. Kapasitas kelembagaan 

dengan demikian menentukan apakah IMEH berhenti menjadi instrumen 

pengukuran administratif atau dapat diintegrasikan ke dalam keputusan pembiayaan 

dan praktik keberlanjutan BMT. 

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Resource-Based View (RBV), yang 

menempatkan sumber daya dan kapabilitas internal sebagai faktor yang menentukan 

kemampuan organisasi menjalankan strategi dan menghasilkan kinerja (Barney, 

1991). Dalam konteks penelitian ini, IMEH merupakan instrumen strategis, 

sedangkan kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sumber daya 

finansial merupakan kapabilitas yang memungkinkan instrumen tersebut digunakan 

secara efektif. Sumber daya manusia mendukung pemahaman dan penerapan kriteria 

keberlanjutan, teknologi informasi memungkinkan pengumpulan dan pemantauan 

data, sedangkan kapasitas finansial memberikan ruang bagi implementasi 

pembiayaan yang selaras dengan orientasi keberlanjutan. Karena itu, nilai strategis 

IMEH baru dapat direalisasikan ketika BMT mampu mengubah informasi 
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pengukuran menjadi keputusan dan tindakan. 

Temuan ini relevan dengan Platonova et al. (2018), yang menekankan 

pentingnya dimensi tanggung jawab sosial dalam kinerja lembaga keuangan Islam, 

serta Bedoui (2019), yang mengembangkan kerangka pengukuran berbasis Maqasid 

yang melampaui indikator finansial. Penelitian ini membawa diskusi tersebut ke 

tingkat implementasi dengan menunjukkan bahwa keberadaan kerangka 

pengukuran saja belum cukup; efektivitasnya bergantung pada kapasitas organisasi 

yang menggunakannya. Dalam konteks BMT, perbedaan kompetensi, teknologi, dan 

sumber daya dapat menyebabkan lembaga dengan tingkat penerapan IMEH yang 

relatif serupa menghasilkan capaian keberlanjutan yang berbeda. 

Kapasitas kelembagaan dengan demikian berfungsi sebagai boundary 

condition yang menentukan kekuatan transformasi IMEH dalam memengaruhi 

dampak pembangunan. Temuan ini memperluas RBV dalam konteks keuangan 

mikro syariah dengan menunjukkan bahwa sumber daya organisasi tidak hanya 

relevan bagi kinerja atau keunggulan organisasi, tetapi juga bagi kemampuan 

menghasilkan sustainability outcomes. Secara praktis, penerapan IMEH, karena itu, 

perlu diikuti oleh penguatan kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, dan 

sumber daya finansial. Tanpa kapasitas implementasi yang memadai, standardisasi 

IMEH berisiko menghasilkan kepatuhan administratif tanpa perubahan substantif 

dalam proses intermediasi. 

 
KESIMPULAN  

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi BMT menuju keuangan mikro 

syariah yang berkelanjutan terbentuk melalui keterhubungan antara komitmen 

kelembagaan, sistem pengukuran, dan kapasitas implementasi. Komitmen 

institusional berperan penting dalam mendorong penerapan Indeks Maqasid 

Ekonomi Hijau (IMEH), yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai kemaslahatan 

dan keberlanjutan pada tingkat organisasi mendukung pengintegrasian dimensi 

sosial dan ekologis dalam pengukuran kinerja BMT. IMEH selanjutnya memediasi 

secara parsial hubungan antara komitmen institusional dan akselerasi pencapaian 
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SDGs, sehingga berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menerjemahkan 

orientasi normatif menjadi praktik keberlanjutan yang lebih terukur. Efektivitas 

mekanisme tersebut diperkuat oleh Kapasitas Kelembagaan, yang menunjukkan 

bahwa manfaat IMEH bergantung pada kemampuan BMT untuk 

mengimplementasikannya melalui sumber daya manusia, teknologi informasi, dan 

dukungan finansial yang memadai. 

Secara teoretis, penelitian ini memperluas penerapan Maqasid al-Shariah dari 

kerangka normatif menjadi mekanisme organisasional dan pengukuran keberlanjutan 

dalam konteks keuangan mikro syariah. Kontribusi penelitian tidak hanya terletak 

pada pengembangan IMEH sebagai instrumen yang mengintegrasikan Maqasid 

dengan dimensi ekologis, tetapi juga pada identifikasi mekanisme commitment–

measurement–capability–sustainability outcome. Mekanisme tersebut menunjukkan 

bahwa nilai Maqasid memerlukan sistem pengukuran untuk diterjemahkan menjadi 

praktik kelembagaan, sementara efektivitas implementasinya bergantung pada 

kapasitas internal organisasi. Dengan demikian, dimensi ekologis tidak ditempatkan 

sebagai elemen yang terpisah dari Maqasid, melainkan sebagai bagian dari orientasi 

kemaslahatan yang relevan bagi keberlanjutan aktivitas intermediasi BMT. 

Secara praktis, temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan IMEH 

tidak cukup dilakukan hanya melalui standardisasi indikator. Pengelola BMT perlu 

memperkuat internalisasi nilai keberlanjutan dalam kebijakan dan pengambilan 

keputusan sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sistem 

informasi, dan dukungan finansial yang diperlukan untuk mengoperasionalkan hasil 

pengukuran. Bagi regulator dan pemangku kepentingan terkait, IMEH dapat menjadi 

rujukan dalam pengembangan sistem evaluasi kinerja BMT yang melengkapi 

indikator finansial dan kepatuhan syariah dengan dimensi sosial-ekologis. 

Pendekatan tersebut dapat mendukung pengembangan pembiayaan mikro syariah 

yang lebih selaras dengan Maqasid al-Shariah dan agenda pembangunan 

berkelanjutan. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, desain cross-sectional 

membatasi kemampuan penelitian untuk menangkap perubahan implementasi 
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IMEH dan dampak keberlanjutan dari waktu ke waktu. Kedua, penggunaan data self-

reported memungkinkan terjadinya social desirability bias dalam penilaian 

responden terhadap komitmen, kapasitas, dan kinerja lembaga. Ketiga, penelitian ini 

berfokus pada BMT di Indonesia, sehingga generalisasi terhadap lembaga keuangan 

mikro syariah dengan karakteristik dan lingkungan regulasi yang berbeda perlu 

dilakukan dengan hati-hati. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan desain 

longitudinal, mengombinasikan survei dengan data objektif seperti komposisi 

portofolio pembiayaan dan indikator dampak sosial-ekologis, serta melakukan 

pengujian lintas wilayah atau lintas negara. Selain itu, sifat mediasi parsial IMEH 

membuka ruang untuk menguji mekanisme lain dalam menjelaskan transformasi 

komitmen institusional menjadi pencapaian pembangunan berkelanjutan. 
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